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PEMERINTAN PAOPINGS! DAERAN TINCKAT
JAWA TismUE
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PERAiUR%V DAERAH PROPINSI DAERAH TiNGKAT I JAWA TIMUR
NOMIR 12 TAHUN 190gg
TENTANG
PENYELENGG.RAAN POLA TARIP PELAYANAN
RAWAT JALAN LANJUTAN BACI PESERTA PERUM HUSADA BHAKTI
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TINGKAT I TAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA LSA

b

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA ‘TIMUR

Ménimbang H hath untuk melaksanakan ketentuan dimaksud dalam pasal
19 ayat (2) Keputusan Bersama pMenteri Kesehatun dan Men

teri Dalam Negeri tanggal 29 Pebruari 1938 Nomor 153 [/
Men Kes/SKB/XI/1988 dan Nemor 11 Talun 1988, dlpandang
perlu untuk mengatur dan menetapkan peny@longqaraan pe-
layanan rawat jalan tingkat lanjutan baqi péeserca PERUM
Ruzada Bhakti di Rumah Sakit Umum Daexah yang dikuasai~
oleh Pemarintah. Fropingi Daerah Tingkat I Javwa Timue de
hgan menvangkan dalam suatu Peraturan Daeval. |
Mengingat * 1. Undang - undang Nowor § Tahan 1974 tentang Pokok- po
kok Pemerintahan DL Daerah ;

2, Undang~undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Jawa Timur juncto Undang ~ undang Nomor 18
Tahun 1950 tentang Mengadakan perubahan dalam Undang
undang 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi =
Jawa Timur ;

3, Undang ~ nndanq Vomor 9 Tahun 1960 tentang vekok -
pokok Kesehafan !

4. Uadang - undang Nomer 8 Tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Kepegawaian ;

5. Peraturan
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Peraturan Pemerintah Nowor 22 %ahun 1964 tentang
Pemeliharaan Xesehatun Pegawail MNegeri Sipil dan
Penerima Pensiun beserxta Anggota Keluarganya j

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 tentang
PERUM Husada Bhakti ;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bi -
dang Keschatan kepada Daerzh ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1977 tentang Perxubahan atas Keputusan Pre-
siden Republik Indonesia Ncmozr 56 Tahun 1974 a
tentang Pembagian Penggunaan Dalam Pelayanan Peng
adaan dan Besarnya Iuran Wajib Pegawai Negaeri Si
pil ;

Keputusan Menteri Kesehatan Nanor 134/Men Res [/
SK/IV/1579 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit

Umum Pemerintah ;

Reputusan Mentexili Kesehatan Nomocr 66/Men Kes/ll/
1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Umuan Feme-
rintah j

. Keputusan Eersema Menteri Keschutan dan Meanteri

Dalam Negeri Nomor 153/Men Kes/SKbH /IY/1988 dan
Nomor 11 Tahun 1988 tentang Poly Tarip Pelavansn
Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lan
jutan pada PUSKESMAS dan Rumah Sakitc Umum Dae -
rah bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;

Keputusan Berxsama Dirvektur Jendersl Pelayanan Ma
dik Departemen Kesehatan dan Direktur Janderal
Pemexintahan Umum dan Otonomi Daerah Yepartemen
Dalam Negeri Nomor 0174/Yanmed/Keu/)388 dan No ~
mox 585 « 239 , tentang Penetapan Tarip Paket Ra

wat Jalan Lanjutan di Rumah Sakit Umune Dacyah

bagi Peserta PERUM Husada Bhakti ;

lS.'KeEugysan
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" 13. Ksputusan Barsama Direktur Jenderasl Pembinaan Ke

sehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan
Medik Departemen Kesehatan, Direktur Jenderal
Pemerintahan Umum dan Qtonomi Daerah Departemen
Dalam Negeri dan Divektur Ctama PERUM Husada -
Bhakti Nomor 258/Binkesmas/DJ/IXI/1988, Nomor
0172/Yanmed/Ken/1988 , Nomor 585 - 237 dan Nomox
22/Kep/IV.2/20/Maa/0388 tentany Pedoman Tatalak
sana Pelayanan Kesehatan dan Administrasi Keuang
an Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan
Lanjutan di PUSKESMAS dan Rumah Sakit Umum Dae -
rah bagi Peserta PERUM Husada Bhakti ;

Dengan persetujuan Dewan Pexwakilam Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Tingkat ¥ Jawa Timur

Menetapkan

MEMUTUSKBAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TNGKAYT I JAWA TI -
MUR TENTANG PENYELENGGARAAN POLA TARIP PELAYANAN RA
WAT JALBN LANJUTAN BAGY PESERTA PERUM EUSADA BHAKTI
DI RUMAH SAXIT UMUM DAERAH TINGRAT X JAWA TIMUR

BAR I
FETENTUAN UMUM

Pagal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud de=~
ngan 3 _
a. Pemerintah Daeraﬂ adalah Eemerintaﬁ Pro
pinsi Daerxah Tingkat I Jawa Timur ;
b. Gubexnux Keﬁ&lé Daerah adalah Gubernur
Kepala Daerah Tfﬁgkat ¢ &gwa Timuxr ;

,¢. Daerah Tingkat I,.dclah Pespinsi Daerah Ting -
kat I Jawa Timur ;
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Rumzh Sakit Umum Daerah yaug salanjutnye disebut
RSUD , adalah Rumah Sakit Uwmum di Joawa Timur yang

= e
1

dikvasai oiah Pemerintah Daerab g - -

Rantoyr Cabang PERUM ﬁuaada Ehakti, edalchsuatu -
Unit vang berada di bawah dan bertanggung Jjawabd
kepada Direksl PERUM Husada Bhakti yang bextugas
menyelenggarvakan sebagian tugas pokcok dan fungsi
PERUM Husada Bhakti di Daerah Tingkat I
dengan kebijaksanaan Direksi PERUM Husada Bhak -
=

sesuail

Kantor Perwakilan Cabang PERUM Husada Bhakti, ada-
iah suatu unit yeng berada dibawah dan bertang -~

_gung jawab kepada Kepala Kentor Cabang yang bhexr-

tugas menyelenggarekan sebagian tugas dan fungsi
Kantor Cabang PERUM Husada Bhaktl ;

Bahan dan alat kesehatan habis pakaladaalsh yang
meliputi bahan dan alat laboratorium, bahan <dan
alat elektromedik , kahan dan alat rxadiologi ha-
bis pakai serta baben dan =lat habis pakai untuk

tindakan medik (dan terapr) s

Rawat Jalan Lanijvtan .adaiea pelayaaan texhadap
peserta yang masuk Rumab Sakit sebagal sujukaen -
dari rawat jalan tingkat perteme daan dilaksana -
kan di Poliklinik spesialis’ . Mumah Sakit Umum
Daciah untulk keperluan obs¢1wasi, dlagnosar penyg
dan pelayanan kese =

di. Ruang Rawat Ngi -

obatan , reh silitasi wedil:
hatan lainnya tanpa tinggal
nap ; ’
Sistemm Paketl gdalabh cara penghitungan pembiayaan
dengan mengelompokkan herapa jenis pelayanan da-
lam suatu tarip pelayanan ;

Jasa ,adalab pelayanan dan kemudahan yang diberi
kan oleh RSUD kepada peserta dalam rangka Obser-
vasi, diagnosa, pengobatan, rehabllitas? madik

dan atau pelayanan kesechatan lainnya ;

k., Tindakan
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k., Tindakan Medils dan Texvapi,zsdalap tindakan pembedahan,
tindaken pengobatan, nenjygunakan alet dan tindakan di
agnostik lainnya j

1. Penunjang Diagnostikdalsah. pelayanan untuk menunjang
menegakkan 4iagnosa ;

m. Rehabilitasi Medik,ada&g};pelayanan yang diberikan =
oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan
fisiloterapi , terapi Okupasicnal, terapi wicara, orte
tik /prostatik , (bimbingan scsial medik dan jasa psi
kologil).’

BAR II
PELAYANAN RAWAT JALAN LANJUTAN

Pasal 2

(1) RSUD memberikan pelayanan Rawat Jalan Lanjutan kepa~
da peserta PERUM Husada Bhaktl

(2} FPola pembiayvaan pelayenan Rawat Jalan Lanjutan berda
sarkan sistem pakelt ;

(3) glstem Poket yeng dimaksud pada ayat (2) pasal ini

jerciiri darl
. Paket I, meliputl paneriksaan dan karcis harian ;

Ué. Paket II, batupa pen~riksaan penunjang dlagnostik
sederhiana dan sedang meliputi pemerxiksaan labora-
toxfum klinik sederhana dan sedang, pemeriksaan -
laboratorium patologi anatcmi sedang, pemeriksaan
radiologi sederhana den scdang, pemeriksaan elek-
tronedik sederhana dan sedang ;

¢, Paket III, berupa tindakan sederhama dan sedang
meliputi tindakan medlk dan terapi kecil dan se -
dang , tindakan medik dan radioterapi sedang, re-
habilitasi medik sederhana dan sedang.,

Pasal 3



Pagal 3

Penetapen pembagien biaya paket teyxssbut adalah Sem

bagai. kbarikut

aa

b.

C.

al

(2)

1}

(2)

(1)

(2)

Jasa Rumah Sakit, sebesar 30 % ( tiga puluh per sera -
tus ) 3

Bahan dan Alat Keschatan Habis Pakal, sebesar 30 8 -
(tiga puluh perseratusg) j

Jasa Medik dan Administrasi, sebesar 40 % (empat puluh
persekatus).

Paual 4

Biaya jasa rumah sakit meliputi karsis harian , peme-
rikssan dokter/konsult , pemaokaian bahan~-bahan farma-
s8i, pemeriksazan penunjang diagnostik sederhana dan
gedang

Biaya jasa rumah sakit mexupakan lagian peneximaan
yang disetor ke Kas Daerah.

.'Pagal 5§

Biaya bahan dan alat kesshatas habig pakad meliputi
biaya bakan dan alat habls pakei untuk radiolegi, la-
boratoxium klinik, eloktrowedik, blaya hahan dan alat
kesebatan habls pakal untuk tindakan medik ;

Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai merupakan~
biaya yang dapat digunakan langsuag oleh Rumah Sakit,

Pagal 6

Biaya Jasa Medik dan administrasi meliputi biaya jasa
pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan elektramedik
pemeriksaan/pengobatan radiologi, tindakan medik dan
Ipenunjang penyelenggaraan administrasi pelayanan ;

Biaya Jasa Medik dan administrasi merupakan biaya -~
dapat digunakan langsung oleh Rumah Sakit.

Pasal 7
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Penggunaan Hloys Coban den oclat eschatan holis pakal dan ja~
sa medik/edyinistrant ditatopkan clelh Gubernwx Kepala Daerah  atas
psul Dizektuy Lvash DofZit yenr Dezgangkutan berdagarkan Peraturan =

yang hexlel,

B AN b3 19 W
PRLAVANAN FUAR PARWT
razal B

?ﬁﬁaagLaﬁ jauin pelayanan lusy peket terdivi pelayanan cang-
gih, pelayaznan jantung, pelayansn haemodialisa, pelayanan obst ’
pelayenan komponen darah dan pelaysnan lain yang akan ditetapkan =~

X
Lemudiarn,

2 A 1V
URTTNNTUARN TARIY PAKE?

vn Prxin Palket awa: Jalan dan Rawat Jalan Lanjutan -
herpedoman lerada Heputugan Zoxsama Olrektoxat Jenderxal Pembinaesn
Faegsehotan Masyvarakat, Direktur Jendersal Pelayanan Medik Departe =~
men Keselatan dan Pirelter Jenderal Pemerintahan Umun dan Otononmi
paerah Desartemzn PRalan Hogori,

e ER A K T
T2ATA CARXA PENAGIHAM DAN PEMNBAYARAN
Pasal 10
(1) Tegihan hiaya Rawat Jalan Lanjutan diajukan cleh RSUD kepada~
Eontor Peryakilen Cabang Kantor FERUM Husada bhakti ;

4

(2} Pembayaran biaya Dawat Jalan Lanjutan dilakukan oleh PERUM

Hugeda Phaltl kepada RSUD.

B X B VL
PENYELENCCARAAN PRLAYANAN

he

5

1At 31

(1) Pelavanan Fesehatan bagi pesexta PRRUM Husada Bhakti di RSUD
dilelukan dibamah heordinasi Divektur

iglhbalﬁm



(2). Dalem hal yang diperlukan, pirektur dapat menunjuk

petugas khusus untuk penatavsahazan pelayenan peser
ta PERUM Huseda Bhakti.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASIN

rasal 12

Pembinaar Gan pengawasan atas pelaksanaan Pers
aturan Daexah ini, dilakukan oleh Gubernur Kepala Dae

xah. el

3

. BAB VIIL

= KETENT AN PEMUTUP

Pasal 13
Hal-hal yeng belum diatur dalom Peraturan Dae=

rah ini , ekan ditetapkan lebih 1=njut oleh  Gubernur
Kepala Daexah sepunjang rengenai.-pelaksana -
annya.

pasasl L4

parsturan Dacrah ind wmlad barleku pada tang =
gal diundangkan ;
agar setirp orang dapat mengatahuinya, memerintahkan -
pengundangan Peraturan pagroh ind dengan menempatksn =~
nya dalam Lembaran paerosh Propined Daexah Tingkat
Jawa Timur, :

H

Surabaya,; 31 Oktober 1388
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAY

PROPINSI DAERAH TINGRAT 1 JAWA TIMUR
Ketua,
ted

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

ttd

Ny. ASRI SOEBARJATL SOENARDI, SH SOELARS DO

Dzsah&gﬂﬂ
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pisahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tang
gal & April 1989 Nomox $73.445.35 - 238.

Direktorat Jenderal
pemerintahan Umum dan Otomoni Daerah
Direktux penbinaan Pemerintahan Daerah
ttd
Drs, MOCH. DLADJAD

piundangkan dalam Lembaran Dasrah Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Yimur tanggal $ Juni 1989 Nemor 3 Tahun 1989 Seri-

_A.n, CUBERNUR KEPALA DAERAN TINGKAT I
JAWA TIMUR
PLH, Sekretaris wilayah/Daerah

ttd

- Dx s, BOEPRAPTO
NIP. 010030249

Sesual dengan aslinya
RonNle . SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
PROPINSY DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR .

010048507

e et
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PENJELAGSAN N
ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINST DAFRAH TINGRAT T JAWA TIMUR

' NOMOK 12 TANUN 1988
TENTANG

PENYELENGCGARAAN FOLA TARIP PELAYANAMN
RAWAT JALAN LANJUTAN BAGI PESERTA PERUM HUSADA BHAKTI
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TINGKAT I JAWA TINUR

ooy -

PENJELASAN UMUM

Terhadap Fegawal Negeri Sipil, penerimg pensiun besexta
anggota keluarganya dilakukan usaha khusus terbhalap pemelihara
an kesehatannya. agar mereks dapat ikut berperan aktif dalan
melaksanekan pembangvnan secara berdaya guna dan berhasil guna.
Untuk menceapai hal itu pars Pegnwai Negeri Sipil, penerima pen
siun begexta anggota keluarganya kexhak mendapatian pelayanan
kegehatan termasuk pelaysnan kesehatan di Rumeh Sakit Usum Dae
rah yaltu pelayvansn rawat dalan dan w»awat nginap,

Untuk penyelenggaraan pelayanan rawat jalan telah dikeluerkan
Keputusan Bersama Menterl Kesehgtan dan Menteri Dalmm  Negeri
tanggal 29 Pehruari 1988 Nomor 153/MENKES/SKE/IT/1988 dan No-
mox 11 Tahun 1988 tentang Poia Tarip Pelgyanan Rewat | . " Jalan
Tingkat Pertama dan Rawat  Jalan Lanjutan pada PUSKESMAS dan
Runah Sakit Unum Daerah bagi peserta PERUM Husada Bhakti.

Keputusan Bersama tersebut diikuti antara lain dergan Keputus-—
an Bersama Direktur Jenderal Pelayeonan Medis Deparxtemen Kese-
hatan dan Direktur Jenderal Pemexintaban Uwum dan Otoncml Dae~
rah, Departemen Dalam Negeri tanggal L Maret 1388 Nomor . 0174/
Yan Med/Keu/1988 dan Nomor 585-23Y tentang Penetapan Tarip Pa-

ket Baﬁat Jalan Lanjutan Ai Rumah Sakit Umwp- Daexatb bagi peser

ta PERUM Husada Bhakti dan Keputusan Bersama Divektur Jenderal
Penbinagn Kesehatan Mauyzvakat, Direktur Jenderal Pelayanan
Medik Departemen Késehatan, Direktur Jenderal Penerintahan Uman
dan Otonomi -Dﬁe::ah, Departemen Dalam Negerl dan Direktur Utema
PERDH.ﬂusada Bhaktli Nomox 258/Binkesmas/njfxir/88, Nomox 0172/
¥an Med/Kew/1988, Namor 585 = 237 dan Nomox 22/Kep/IV.2/20 Maa/
0388, tentang Pedoman Tote Laksanm Pelayanan Kesehatan dan Ad-
ministrasi Keuangan Rawat Jalan Tingkat Pextama dan Rawat Ja-
lan Lanjutaﬁ pada Pusat Kesechatan Masyarakat dan Rumah  Sakit
Umum Daerah bagi peserta PERUM Husada Bhakti.
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Divektur Jenderal FPembinasn Kesehstan Masyacakat,
Dirvektur Jenderal Pelavanan Megik Departemen Kesehntan,

Dirvektur Jenderal Pemerintalza Unum dan  Otonomi Daerah
Departemen Dalam Megeri dam Diroktux Utama FURUM Hugada

Bhakti selaajutnya mengatur Lesariys
sedbut,

tarip pelayanan ter

~ Peraturan Daerah inl sdalal pelakzanaan darl ko=
tentuan pasal 19 ayat (2} Keputuszan Dersama

tersebut di atas,

dua Menterdi

Katentuan-ketentuan yang tercantum dalem Peraturan Daes
rah ini berlaku bagi Rumzah Sakit Umum Daerall yang dikua-
sal oleh Pemerintah Daerah Tingkat . : '

rernturan Daersh ini mengatﬁx penyelenggaraan pelayanan

Rawat Jalan Lanjutan dan tidak semata - mate mengatux
tentany bhesarnya torip.
secars khusue disebui Rawat Oslan Lenjutan %axens Pela-
yanan ngaﬁ Jelan winékut Pertsmn  dlselenggurakan  oleh
PUSKESMAS dan Polik)inil Umws Ruwesi Sakit kelas D.
PENTJELASAN PASAL DIMI PASALAL
Pagal 1 huru€ a, U
dan @ e L
hurog d «  Fumah Arhit Usum Daeral Ting=-
Lat o Sege Timur dikussal  oleh

WY Ao
2 37 [ T8 e S B

1 Propinsi Dsevah Ping=
kot L Jgawa Timur meifpati Rumah

Sakit Usium Daerxah 4w, suetcmo
Surabaya, Ranah Sakit Umum Dae -
rah ér. Saiful Anwax Malang dan
Runah Sakit Umum Dacgrah dr. Soe-

. dono Madiun,

Rwnah Sakit Umun Daerah terscbut

menurut tipenya diserahl tugas:
untuk menyelenggarakan Rawat Ja-
lan Tingkat Lanjutan.

hurud ¢ sampal

dengsn m : Cukup jelee
ragsal 2 sampal de~
ngan 14 s Cuskup jelag,
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